PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 18 TAHUN 2003

TENTANG
AETRIBUS! PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIARG,

Menimbang :

bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat disekter
pelayanan keharsihan dan lingkungan hidup periu diatur tata cara

a secara optimal raguna dan be Igune
di Kabupaten Aceh Tamiang;

bakwa untizk maksud tarsebut diatas dan untuk meningiatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang merupakan tofok ukur keberhasilan pelaksanaan
Otonomi Dasrah di Kabupaten Aceh Tamiang, maka d\pamiﬁng periu unituk
dipungut Ratribusi P ater
Acsh Tamiang;

 bahwa untuk maksud tarsebot perty distur datam suatu Canun,
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Mengingat

Undang-Undang Mamar 8 Tahun 1531 lentang Huiwm Acara Pidana
iLembaran Nagasa Republik Indonzsia Tahun 1981 Nomar 78, Tambahan
Lemiaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 lentang Ketsntuan-Kotantuan

Pokok Pengelotaan Lingkungan Hidup iLembaran Nogara Rapublik indz-
nesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republic inde.
nesia Nomor 369%);

Undang-Undang Normor 22 Tahun 1998 tentang Pemarintaan Daerah
(Lembaran Negara Aepubilk Indonesia Tahun 1935 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Hegara Repubiik Indonesia Nomar 3634);

Undang-Undang Nomar 25 Tahun 1998 tentang Parimbangar: Ksuangan
antara Pemerintah Pusal dan Pemerinteh Dasrah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1998 Nomar 72, Tambahan Lembaran Hegara
HAepublik ndonasia Nomor 3848]

li

Undang-Undang Nomor 34 Tshun 2000 teniang Perubahian atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1897 tenlang Pejak Dacrah dan Retnbusi Dagrah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4048);

Undang-Undang Momor 18 Tahun 2001 antang Pemberan Qlonomi
Khusus bagi Provinsi Nanggrae Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Hepublik indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indsnesia Nomor 4134);

Undang-Undang Nomar 4 Tabhun 26X Fembaniukan f
Kabupaten/Kota dalam Proviesi Nanggroe Acsh Darussalam MKRI
{Lembaren Negara Reputii Indonesia Tehun 2002 Nomac 17, Tambaran
Lembaran Magara Rapublik Indonesia Nomar 4176);

Paraturan Permerintah Nomar 27 Tahun 1383 tentang Pefaksanean Kiah
tUndang-Undang Nomor & Tahun 1861 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Repiiblik Indonesia Tahun 1985 Nemer 368, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3208);




. Paraturan Pamerintah Nomer 25 Tahun 2600 temang Kewenangan
Pemetintah dan Kewenangat Provinsi sebagai Dasrah Clonom (Lembaran
Negara Republii Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Aepuhiik Indonesia Nomor 3952);

. Peraturan Pemanntah Momor 86 Tahun 2001 tentang Retribusi Dasrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lemi:aren Megara Republik Indonesia Nomor 4138);

- Keputusan Presiden Republix Indonesia Nomor 44 Tahun 1698 tentang
Tefinik Penyusunan Peraiuran Perundang-undangan dan bentuk
Rancangan Undang-Undang, Aancangan Peraturan Pemarintah dan
Ranzangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesla
Tahua 1830 Nomor 70, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia.
Nomaor ..

b " Kaputusan Menteri Dalam Nag n Tahun 198 g Ketent
Umum menganal Penyidik Pegawal Neger! Sipil dilingkungan Pemnerintah
Daerah jo. Keputusan Menten Dalam Nageri Momor 4 Tahun 1997 teritang
Panylidik Pagawal Negeri Sipil diingiungan Pemerintah Daerah;

. Keputusan Manter Dalam Neger Nomar 21 Tahun 2001 tantang Tekntk
Penyusunan dan Materd Muatan Produk-produk Hukum Daerah:

L Aceh Ds Nomor 08 Tahun
2003 tentang Fenyeragaman Penyebulan Peraturan Daarah Menjadi
Qanun {Lembarsn Dacrah Provinsi Nangaroe Aceh Darussalam Tahun
2003 Nomor 3 Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,
FWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAN )
BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN :
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Manctapkan

DANUN KABUPATEN AGEH TAMIANG TENTAMNG RETRIBUS! PELAYANAY Yg
PERSAMPAHANKEBERSIHAN.

BAB 1
KETENTUAN URMUNM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud :

a. Daerah adaizh Daetah Kabupaten Aceh Tamiang:

b. Pemarintzh Dasrah adalah Bupai beserta Peranglat Daarah Olonomyang
tain sebagal Badan Eksekuti Daerah;
Bupat adalah Bupali Aceh Tamlang;
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupetan
Aceh Tamiang;
Pejabat adaiah pegawal yang diberitugas tertentu dibidang Pajak Dasreh
dan Ratribusi Daerah;
Badan adaiah susty bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Parsercan lainnya, Badan Usaha Milk
Nagara atau Daerah dengan Nama dan beniuk Persekutuan, Perkuempulan, .
Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Orgenisasi yang sejanis Lembaga,
Dana Pensiun, bentuk usaha letep serte bentuk badan usaha fainrya
Tompat Penampurgan Semeniara yang selanjitnya dapal disingkat TPS
adalah Tempat Penampungan Sampah yang berasal dari lingkunaan di
desakelurahan sebelum dianglut ke TPA;
. Tempat Pembuangan Akhir yeng selanjutnya disingkal TPAadalahten
untuk menampung, mengelah dan memusnahkan sampa;
Sampah adalah imbah yang Serbentul padat atau satengah padat yang
porasal dani kegiatan orang pribadi alau badan yarg tendiri dari bahan
organik dan non organls, logam dan non legait ¥ang dapat terbakar telapl
tidak termasuk buangan biciogisoteran manusia dan sampah beroahaye
Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jesa yang disediakan &tag
diherikan clen Pemerintan Dagreh untuk Tujuan kepentingan dan ¥e
manfastan umum serta dapat dinkinall cleh orang pribadi ataw badan:
Retribusi Pelayanai Parsampanan/Kebersihan yang eslanjutnya disetul
Retribusi pembayeran atas jasa pelayanan persampahan‘kebarsihar yang
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Kinisus disndiakan dan atau diberikan cleh Pemerintah Dasrzh untuk
kepentingan orang pribadi alsu badasn;
Retribusi Daerah yang seizniutnya dissbut Ratabust Dasrah adalah’
Pungutan Daerah sebagal pembayaran alas jasa atau pamberian izin
tertentu yang khusus tisediakan dan atau dierkan ole Pemerintah Daarah
untuk kepentingan pribad: atau badan;

. Surat Pemberitehuan Retibusi Dagrah, yang selanjuinya disingkat SPTRD

adaiah suret yang digunakan oloh Wajlb Retribust untuk mslaporkan
perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Rafribusi:

h. Sural Pendeftaran Objek Retribusi Daerah, yang sslanjutnya disingkat

SPORD adalah Surat yano digunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan data objek reiribusi sebagal dasar porhilungan dan
pembayaran retribusi yang terhutang menurut Paraturan Parundang-
undangan Retribusi Daerak;

Wajib Fletribusl adalah crang pribadi stau badan yang menurut Peraturan
Porundang-undangan Retribusi diwalitkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pomunguten aay pemaiongan rstribusi terdenty;
IMass Retribusi adaleh sualu fangks wakiu teftentu yang marupakan batas
wakhs bag! Wajib Retribusi uniuk memanfaatkan jasa dan perizinan tartenty
dari F intah Daarah yang

Sumt Ketetepan Retribusi Dasrah, yeng selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat Keputusan yang besarmya jumlah retribusi yang terhutang;

Surat Tegihen Retribusi Daerah, yang sslanjutnya disingkat STRO adalah.
surat untik melakukan tagiar retribus] dan atau sanksi sdministasi berupa
tunga alex denda;

. Susat Kelelapan Retibusi Dasreh Lebih Bayar, yang seianjuinya disingial

SKRDLE adalah Sural Keputusan yang menentukan jumiah Xelehihan
pembayaran retribusi karena Jurnlah kredit retribusi tapih besar dar pada
ralribust vang terutang dan tidak seharusnya terutang;

Surat Kslstepan Retribusi Kureng Bayer, yang selanjuinya disingkal SKRKE
zdalah Surat Kep Tya retribusi dasrah yang
tantang;

Surat Ketetapan Retribusi Dasrah Kurang Baysr Tambahan yang dapat
disingliat SKRDKBT adalsh Surat Keputusan yang menentukan tambahan
s firmlah retribusi daarah yang telah ditetapker;

Surat Kepufusan Keberatan adalah sural keputusen stes keberaian
terhadap SKRD, SKRDKBT, SKADLB atau terhadap pemotonpan atau
pemnungutan cloh pihak ketiga vang disjukan oleh Wajio Retdbusi;
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w, Pandaftaran dan Pendapalan adalah serangkaian kegistan unty

memperaleh datafinformasi serts penata usaha yang dilakuken e
Petugas Retibusi dengan cara peiyampalan STRO kapada Wajib Refyg
unituie diisi secara langkap dan hanar;

Pemeriksa adalah serangkalan kegiatan untuk mencari, mengumptikan,

dan mengelola data dan atau keterangan, dafam rangka pengswasan

kepaiuhan pamenthian kew. erdasarkan Peraturan

Peundang-undangan Retribusi Deerah;

Penyidikan Tindak Fidana ditidang Retribus Daerah adaleh serangkaian

i Negeri Sipil yang selanjuinys disebot
penyidik untuk mancar seria mengumpulsan vang dsngan buid s
membuat terang trdsk pldana dibidang re i dazrah yang terjadi sera
menemukan tersangkanya;

= Nomor Pokek Wajib Retribusi Dasrah (NPWRD) adalah nomor wajis

rotribusi yang didattar dan mensadi identitas bagi setiap Wafb Retribus);

. Parhitungan Ratribusi Daerah adalah perincian bssamya retribusi yang

digayar oleh Wajib Ratribusi (WR) baik pokok ratribusi, bunga, kekurangan
pembayaran retibusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanks|
administrasi;

h. Pembayaran Refribusi Dacrah adalah besarnya kowajiban vang hans
dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesusi dengan SKRD dan STAD ke Kas
Dasrah atau katempat tsin yang ditunjuk dengan batas wakhu yang telah
ditarhkan; .

co. Penagihan Aetribusi Daerah adaizh sarangkaian kegiatan Pamungulan
Retribusi Daerah vang di fengan paian surat paringatan, surat

teguran yang b sjiban untuk membayar

retribusi sesuai dengan jumial retribusi yang lenstang;

Hutang Retribusi Daersh adalah sisa hutang retribusi atas nama Wajio

Retribusi yang tercantum pada STRD, SKROKB atau SKADKBT yang

belum kadaluarsa dan retibusi lainaya yang masih terutang

BABT
NAMA OBJEX DAN SUBJEK RETRIBUS!

o

-

@
i

dd.

[

Pasal 2

Dengan narma Retrbust Pelayanan Persampahariebersihan dipungut atas scliap
pelayanan persampahanfebergiban yang diberikan cleh Pemerintah Dasrah.
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Pasal 3

Oujek Ratribusi mefiput :
2. Pengambilan dan pengangkutan sampal: dari sumber ke TPA atau;
b. Pengambilan dan pengangiutan sampal dari TPS ke TPA;
c. PenyediaanTPA;
d. Pengoiahan dan atau pamusnahan sampah 6| TPA,
Dikecusfikan dari objek retribusi adatah
2. Palayanan kebersihan Jalan umum;
b. Pelayanan kebersihan tarman riangan tampar umunm,
Pasal 4

bjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
ribusi.

BAE il
GOLONGAN RETRIBUSL
Pasal &

btribusi Pelayanan Perspmpahan/ebarsinan digolongkan sebagai Retribusi
ksa Umnum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PERGGUNAAN JASA

Pasal6

Iy Tingkate taca dikur b i .

2} Jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah
organlk dan non organik, barbahaya dan tidak berbahaya;

5 Datam it diukur, maka vo dimaksud dapat
| ditaksir dengan berbagai pendskatan, antara lain berdasarkan iuas lantai
| rumah tangga, p dan industri.
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BABV

PHleiP DAN SASARAN DALARN PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  ~

Pasai7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya taril dimaksug
untuk mengendalikan dan penggunaan jase pelayanan dalam rangka
memperlancar lak fintas jalan dengan tetap memperhatikan biays
penyaler aspek keadilan,

(2) Biaya i d| 1) entara
pengangkutan dan pengolahan sampah dan ated pamusnahan sampah
termasuk sewa fokasi TPA.

BAB VI
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasals
(%) Strukdur yang diberikan,
jenis serta volume sampah yang dinasitkan d
(2} Strukiur dan besamya tarf Retribusi dneiapacan sehagal berikut :
a F per peng sampah
rumah tangga.
- Luas bangunan < 71 m? Ap.  500-bulan
- Luas bangunan 71 s/d 300 e Ap. 1.250,-butan
- Luas bangunan > 300 m* Ap. 1.500,~bufan
b F sampah
petdagengan, antara lain Pasar, Fencknan Hums'\ Makan.
- Kecil (volume sampah < 0,51 m*hari) Ap. 1.500 ~bulan
- Sedang {volume sampah 0,51 s/d 076 minari  fp. 2.250,/bulan
- Besar {voluma sampah > 0,75 m'/hari) fAp. 3.000 /bulan

<. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampab
andusts antara lain Rumah Sakit, Hotel dan Pabrik
- Kecll (volume sampah < 0,61 m¥hari) Rp. 3.500,-/buian
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- Sedang (volume sampeh 0,51 s/d 0,75 o' hari Rp. 4250 -/bulan
+ Besar {voluma sampakh = 8,75 m¥hari) Rp. 5.000,-bulan

(3} Penggunaan TPA olah orang pribadi atau badan Rp. 10.000-fbulan
BAB Vil
WILAYAH PUNGUTAR
Pasal®
Retibust yang tertutang dipungul pada witayah dasrah tempat pefayenan
BAB VIR

MASA RETRIBUS! DAN SAAT RETI

Pasal 10
Masa Retribus! adalah jangka waldu yang lamanya 1 (satu) Tahun,
Pasal 11

Seat Retrbusi Ternutang adalah saat ditatapkannya SKAD atau Dokumen
lalnnya yany dipersamakan,

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12
{1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPECRD;
{2) SPdDAD sebagaimana dimaksud patla ayat {1) harus dilsl dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wallb Retribusi atau
Kuasanya;

{31 Bentuk, Isi serta tala cara pengisian dan penyampaian SPAORD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletapkan oleh Bupati.




BAB X
FENETAPAN RETRIBUS!
Pasal 13
} Berdasarkan SPUORD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) ditdtapkan

retribissi terhutana dengan manerbitkan SKRD ataw dokumen yang
diparsarmasan;

=

) Bentuk, isi serta 1ata cara pererbitan dan penyampaian SKRD sy
dokumen lainnya yang dipersamakan sebegaimans dimakstd pada ayar
(1) ditatapkan aleh Bupati,

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14
{1) Pemungutan retibusi tidak disorongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKAD atau dokumen lainnya
yang dipersamakan SKRDKBT.

BAB Xil
TATA CARA PEMBAYARAK
Pasal15
(1} Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;

{2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan fempat pembayaran refribusidiatur
dengan Keputusan Bupati.

BAB Xiil
TATA CARA, PENAGIHAN
Pasal 16

(1) Retribus] yang terhutang berdasarkan SKRD atav dokumen lain yang
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dipersamakan, SKRDKBT, STAD, Surat Keputusan Keberatan yang
menyebabkan Jumilah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang fidak
atau kurang Hibayar oleh Wajib Hetribust dapat ditagih melatui Tequran/
Peringalan atau surat sejents;
) Penagihan Retribus melalui Teguran/Peringatan atau surat sejenis.
BAB XIV
SANKS! ADMINISTRAS
Pasal 17
lzlam hal Weib Retribust tidak membayar tepal pada wakiunya atau kurang
embayar, dikenakan sankst administras] berupa bunga sebesar 2% (dua

rsen) setiap butan dad Retribusi yang terhutang ateu kurang dibayar dan
jtagih dengan menggunakan STAD.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18
11} Wajib Astribust dapat mengajukan kabaraian hanyg kepada Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk atau Pejabat lain yang dipersamakan atas SKRD,
dan SKADLE;

2) Keberatan diajukan secara terulis dafam bahasa Indonesia disertai alasan-
akasan yang jolas;
'3} Dalam hal Wajib Retribusi msngajukan keberatan atas ketetapan retribusi
. secaraJabatan, wajlb retribus! harus dapat membukiikan ketidakbanaran
Keletapan retribusi tersebut;

(4} Keberatan harus digjukan dalam jangka waktu paling lama 2 {dua} bulan
sejak tanggal SKRO atau dokumen lain yang diparsamakan, SKRDKBT

| dan SKADLB diterbithan, kecusli apabila Wajib Retribusi tertentu dapat

| menunjukkan bahwa jangka waklu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diuar kekuatannyz;



3

(5} Keberatan yang tidak memenubi persyaratan sebagaimana dimaksyg i
pada ayat (2) dan (3) dalam pasal in fidak tianggap Surat Keberatay,
sehingga ticdek dipertimbangkan;

18} Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar refribus: dan
pelaksanaan penagitan retribusi.

Pasal 18

(1) Bupalidalam jangka waki: paling lama 6 (eraim) bulan sejak tanggal Sursy
Keberatan diterima harus membed keputusan atas keberatan yang diajuican;

2 I(epulusaﬂ Bupati atas keberatan dapat berupa menarima seiurubnya atay
sabagian, menolak atat menambah besamya retribust yang tertutang;

{3) Apablla jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telaf lemat
dan Bupati tidak memberikan sustu keputusan atau keberatan yang.
diajukan tersebut dianggap diabulksn.

BAB XVi
PENGEMEALIAK KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

(1} Atas kelobihan pembayaran retribusi, wajlb retribusi dapat mengajukan
pemmohanan pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupati daiam fangka waktu pafing lama 6 {eram) buian sejak ditedimenys
permahonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memberikan keputusan;

@ ita imana ayal (2) tslah dilamp:
dan Bupall tidak p o
kelebilian retribust di dikabulian SKRDLS harus ditsrbitkan dak:
Jengka waldu paling lama 1 {satu} bulan;

{4) Apabila Waji: Retribusi ieinnya. Kelebihan Pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipeshitungkan untuk
melunasi terlebih datiu hulang retribusi tersehut;

b




|Pens jian Keiebihan F yaran Retrnibus]
! incia syl 1) dalam [angha wakiy paling fnma 2 (dual buan ssjak diterbikan
|skros;

I Apabila Penigembalizn Keleblhan Pembayaran Retribusi dilakukan setaiah
{iewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
| sebesar 2% (dua pergen) sebulan alas keteriambatan pembayaran
keleblhan retribusi.

Pasat21

Permol [ fian Keleblfian Retribusi diajukan
| secaratertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangrya menyebutan.
a. Nama dan alamat Wajib Retribusi:

b. Masa Retribusi;

c. Besamya Kelebihan Pembayaran,

4. Alasan yang singkat dan jelas.

| Penmohonan ihan F
secara langsuny atau mefall Pos Tercatal;

} ‘Bukti Penerimean oleh Pajabat Daerah sau Buktl Pengiriman Pos Tercatal
merupakan buki saat permohonan diterima oleh Bupdti.

Pasal 22

3 Pengembalian Kelebihan Retrbust difakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribus;

|} Apabita i \ Retribus diparhi dengan hitang
retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4}, pem-
bayaran dilakukan dengan cara pemindshbukuan juga berlku sebagai
- bukii pembayaran.

BAB XVii
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pagal 23

} Bupatidapat r ergurangar, e i

Pagl
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) 3 G
pada ayat (1) diberikan dengan memperhatian kermampuan Wajb Relribysi;

(3) Tatacara pengurangan, kering: iditetapkan
olen Bupati.

BAB XVl
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 24

(1) Hak untuk Ponagihan retrib sefelah mek
jangha waktu 3 {liga) Tahun, terhilung aejak ssal teutangnya relribusi,

kecuali apabita Wajib F g Hetribusi

{3} K retribusi i dirmaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :
& Diterbitkan Surat Teguran;
b. Ada pengakuan huteng retibusi dari Wejib Retribusi baik langsung
maupun lidak langsung.

. BABXIX
KETENTUAN PiDANA
Pasai 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak ‘kawajiban sehingga
Keuangan Daerah diancarm pidana kurungan paling lara 6 (enam) butan
alau denda paling banyak 4 {empat} kali jumiah retribus| yang terutang;

(2} Tindak Pidane yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana
pelanggaran.
BABXX
PENYIDIKAN
Pasal 26

(1) Pejabat Pegawal Negeri Sipll tertentu dilingkungan Pemerintah Daereh
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. Melakukan

diberi ‘enyidik Tindak Pidena dibidang Ratribusi
_ Daerah sebagafmana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
* 4981 tentang Hukum Acara Pidana;

‘Wewanang panyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;

Menarima, mencar, dan meneliti

laparan barkenaan dengan Yindak Pidana dibidang Retribusi Daerah
agas kelerangan atau laparan tersebut menjadi langkep atau jelas;
Meneliti, mencari dan mengumpuikan keterangan mengenal orang
pribadi atau badan tentang kebanaren perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan findak pidana retribusi daerah terssbut;

. Meminta ksterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

usaha sshubungan dengan tindak pldana dibidang Retribusi Dagrah;:

Memeriksa buku, catatan dan dokuinen lein yang berkenaan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Dasrah;

pangg untuk di kan bahan bukti
pemtukuan, dan dok dok fain,

penyftaan terhadap bahan bakti tersabut.

. Meminta bantuan tenaga ehii dalam rangka pslaksanaan tuges

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Dasrah;

. Menyuruh barhentt dan atau melarang sesecrang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang hsrlangsung dan
iderititas orang dan X yar d ud
pada huruf o;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

. Meamanggil orang untuk didengar kelerangannya dan diperiksa sebagal

tersangka atau saksl;
Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan findakan lain yang periu untuk kelanmmn penyidikan Tindak

Pidana dibidang Retribusi Daerab menurat hukum yang dapai
dipertanggunglawabkarn.

Penytdikan scbegaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

Jat hasil penyidikannya kepada

peny
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.




BAB XXI
KETENTUAH PENUTUP

Pasal 27

(1) Dengan berakunya Qanun ini, mak g
dengan Qanun ini dinyatakan kdak bert2k lagh

{2} Hakhal yang belum diatur dalam Qanun i, sepanjang mengenai Peraturan
Pelaksanaannye akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupaft

Pasal 23

Ganun ini mulai beviaku pada tanggal diundsngian.

Agar i 1g thapat , i anglin.
dangan Qanun ini dengan datam Lembazan Daerah Kabupat
Aceh Tamizng. |

Disabkandi  : Karang Baru
21 Novernber 2603t
Padatanggal 1 — o~
25 Ramadhan 14241

Pj. BUPATI ACEA TAIMIANG

ABDUL LATIEF

274




ndangkan di Karang Bary

22 November 2003 M
fa Tanggal

27 Ramadhan 1424 H

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Drs, ISH,
Pembina Tk.|
Nip. 010 055 253

MBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 20
RC
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